pada lokasi yang telah ditetapkan;

rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana

! sud dalam huruf a, untuk pelabuhan penyeberangan lintas

- dalam kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati;

- ¢. bahwa Rencana Induk Prasarana Sandar Bus Air Daruba telah
mendapat Rekomendasi Bupati Pulau Morotai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, serta memberikan pedoman bagi
pembangunan dan pengembangan Prasarana Sandar Bus Air
Daruba, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Induk Prasarana Sandar Bus Air Daruba;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

lmmaahan Ataa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

‘ ' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

'115 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

mor 5679);

Nomor 30 Tahun 2014
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 Pemerintah Nomor 12 ‘Pahun 2019
"~ Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 6322);
~11. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata K
| Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara 1
dan Provinsi Papua Barat yang menetapkan Morotai sebagai |
salah satu Kabupaten Perbatasan;
12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 32);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PRASARANA
SANDAR BUS AIR DARUBA. =
i PEJABAT ! J AF
BAB I i* 1 | WAKIL BUPATI | :
KETENTUAN UMUM i""’i SEKDA N
(3 [nssisent [~ "
Pasal 1 p— ASSISTEN TR
Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : | 5 | ASSISTEN Ili
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai; 6 | KABAG HUKUM il

Bupati Pulau Morotai; ,
yang selsnjumya disebut Dinas adalah Dinas
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10. m Teknis Terinci a.dalah penjabaran secara rinci rencana tapak
sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan laut yang mencakup
gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk
struktur bangunan dan bahannya.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

(1). Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Prasarana Sandar
Bus Air Daruba yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan
kegitan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai
rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 5,31 Ha, dan areal perairan
31,4 Ha;

(2). Rencana peruntukan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah dengan Fasilitas Pokok antara lain:

a. Terminal penumpang : 22 x 12 m?

b. Jalan Penumpang Keluar/Masuk kapal (gang way) : 115 x 2 m?

c. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa : 10,5 x 8,5
m?2

d. Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar (bunker) : 7 x 17 m?

e. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi : 75 m?2

f. Area Parkir Kendaraan : 216 m2 == S

(3) Rencana Peruntukan Perairan sebagaimana dimaks paﬂa; ayat_]__ada}a’h FARAF

dengan Fasilitas Pokok, antara lain : [ wa KIL BUPATI |

a. Lebar Alur Pelayaran : 160.5 m 2 | SEKDA . - b i

b. Fasilitas Sandar Kapal : 29 x 90 m? 3 | ASSISTEN | ’

c. Areal Tempat Berlabuh (ATB) : 31,4 ha 4 [assisTent | o ablt
s d ArealMu&tKapa] (AMK] 31,4 ha 5 | ASSISTEN !l L 8 “‘.(”{
t‘h,,,‘* g MKﬂhm Putar (AK:P) 15,4 ha 8 | KABAG HUKUM | \

buhan untuk kebutuhan sandar dan|o j yal (AS!

it the
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; m memperhatikan aspek lingkungan didahului l studi

Pasal 6

m tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan 3
e b fasilitas pelabuhan disahkan oleh Bupati. “

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan dan
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 1V
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 8

penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan
, jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan
[ | lainnya serta pengembangan prasarana sandar bus air daruba
. iana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini. =

£ Q| EJABAT |k e
by i 1 wr.&-w@ } ID
1 BAB V 2 | SEKDA
"",'~ KETENTUAN LAIN-LAIN 3 AS;‘STENT
o 4 | AsSISTENN |
B S &y ot S
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angkan di Morotai Selatan,
anggal 24 April 2020

L3 DAERAH

U MOROTAI,
-

N i s
o
7 A M. KHARIE
1[
By

BENNY LAOS s

DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR

[ PEJABAT
1| WAKIL BUPATI
2 | SEKDA
3 | ASSISTEN |
| 4 [AssisTEN U o} 0

5

]

|mcanm] B

ASSISTEN l__

e
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regulasi dalam pembangunan Morotai di Kabupaten

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan
Strategis Nasional yang menetapkan Morotai sebagai salah satu Kawasan
Strategis Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 yang
Morotai sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
dengan 10 Destinasi Pariwisata Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 yang menetapkan Morotai
sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua
Barat yang menetapkan Morotai sebagai salah satu Kabupaten Perbatasan;

5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menetapkan Morotai
sebagai salah satu dari 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
(SKPT) di Indonesia, yang menetapkan Morotai sebagai salah satu 15 Sentra
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional,

8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Tahun 2017.

b. Bahwa Pembangunan atau Pengembangan wilayah di sekitar kawasan strategi
pariwisata nasional dan kawasan ekonomi khusus Pulau Morotai merupakan
langkah utama dalam membuka keterisolasian wilayah dan membuka
aksesibilitas untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah.

pertimbangan diatas, kami memberikan Rekomendasi untuk pembangunan
an Penyeberangan Pulau Rao dan Prasarana Sandar Bus Air di Daruba, 4

rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
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